AT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR &2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 T AHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA® DAN POLITIK

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, .

bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 68;.';_"'_;
Tahun 2019 telah ditetapkan I{edudukan, ‘Susunan LR
Organisasi, Tugas dan Fungsi, sérta Tata Ketja Badan g

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Ka_hmantan Barat

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri - Dalam Negerz'_- ey
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan’~ -~
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan ==
Daerah Provinsi, pada - bidang | urusan pemermtahaﬁ .

umum vang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan ¢ -
politik  khususnya  kegiatan peiaksanaan Forum S
Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi masuk kedaiam':’.'_f.”;_'_"_ e
Program Pemngkatan Kewaspadaan .Nas;onal “dan ._}:._3
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi’ ?enanganan L{{onﬂll«;i;' S

Sosial;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana e

dimaksud dalam huruf b, maka Peratulan Gubemur'ﬂ

sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perh,l cfhlakukan itk

penyesualan dan perubahan;

bahwa  berdasarkan pertlmban‘gaﬁ sebagwmanaf S
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu =
menetapkan Peraturan Gubernur tentaxlg Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang:f: SE s
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta .
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pohﬁk Prow1131_ e

Kalimantan Barat;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk o

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun ;1'9"56 | ‘t&,n"{aiig_ o

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom - Provm si

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahman‘taﬂ ¥
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 R
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk-"-

Indonesia Nomor 1106},

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te_nta_n'g Ap&ra‘tuf e
3ipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = R
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: .tenta’m‘g---:" i

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana © . - L
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- - =~
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang: Cipta Kerja =~ @

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor®

245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones;a'_}: e

Nomor 6573});

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun- 2016 ientang S T
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Thdonesia - =
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara =~ =~
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah =~ -
diubah dengan Peraturan Pemerintah: Nomor 72 Tahun = . .-
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah‘ SRR

Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Dacrah’

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor,; e
187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indanesxajf* s

Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019"1:'-: Rt
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan T.Irusa,n'-z‘_fj{ o
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik- o
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor‘"_ﬁ_

194);

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi . dan- Norner:lklamr,.]*_ R
Perencanaan Pembangunan dan . Keuangan Daerah‘_'--_-f.'__"';;'
(Berita Negara Republik Indonesia: Tahun 2019 Nomor'_ R

1447);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang S
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmantanf{ R R
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 00 S
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6):§sebagaimana telah
diubah beberapakali dan terakhir -dengan Peraturan = = .
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ‘tentang Perubahan Kedua = 7
Atas Peraturan Daerah Nomor ‘8 Tahun 2016- tentang
Pembentukan dan Susunan Per angka‘i: Daerah - Provinsi - 0
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmanian-_-f-_-_ R
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah’-.- S

Provingi Kal imantan Barat Nomor.5);
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS f_ L
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2021 E !
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja - R
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (3381 ita Daerah- '

-3

MEMUTUSKAN:

SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA -DAN
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 69), diubah sebagai berikut -

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pagal 5

(1} Susunan Organisasi Badan Keshangpol terdiri dari :

a.

© oo o

f.

g :
(2) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagazmana Lércantum dalétm;_’_ﬁ'-_ Rt
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peratura:fz [

Kepala Badan;
Sekretariat;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, _
Bidang Politik Dalam Negeri;

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Orcramsasif_ 3_:_:" a

Kemasyarakatan,

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konﬂﬂ{ dan
Unit Pelaksana Teknis.

Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : -

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakﬂan dan Pariai"-f_ SR
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai;
tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebljakan teknis . di
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai- pehmk SRR

Pasal 32

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsmya

3. Ketentuan Pasal 33 huruf f diubah, sehingga berbunyi "sebét_gai'_-b'eriiiut' o

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 32 Sub :.. .
Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partal Pohtikr*-' DR

Pasal 33

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Fa'si_lit&'si*i Kélembaga;ig@; o e

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

KARO PERANGHAT DARRAH
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b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di =
bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai pohﬂk
dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang fasilitasi kelembagaan B
pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan  forum _koc_)rdznasat
pimpinan daerah provinsi; ' '

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi kelembagaanﬁ RO
pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum - koordinasi -
pimpinan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan pemndange
undangan; : :

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz IR
di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakﬂan paltal_'_f-'_;;'f.- R
politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; ;" e g

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala blda,ng berkenaan'-’"

dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi kelembagaan pemermtahan
perwakilan dan partai politik;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap_fl_ S
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi- kelembagaan”
pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan fomm koordma31 AR
pimpinan daerah provinsi; dan ' S _

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi kelembagaan pemerm"iahan, il
perwakilan dan partai politik yang diserahkan oleh Kepala: Bldang o

4. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku"t i

Pasal 46

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas’ mengumpul TR
dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan. =
dini, kerjasama intelijen, dan forum koordinasi plmpman daerah p1ov11‘131*":" e
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan--_'_- S '
fungsinya. :

5. Ketentuan Pasal 47 huruf f diubah, sehingga berbunyi éebagai-_--berikuf L

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46, Sub Bic’iang B
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fumgsz

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan D1m da'n' Sl
Kerjasama Intelijen; . :

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan Iieb;}akan tekms cia S
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauvan: orang asmg, ST
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar“ R
negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; '

¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dzm
kerjasama mteh_}en pemantauan orang asing, 'tenaga kerja asmg dan.': S
lembaga asing, kﬁwaspadaan perbatasan antar negara, dan- fas:ahtasi-'f LA
kelembagaan bhidans TE hrewr bpaudau R
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d. pelaksanaan urusan pemerintahan di b1dang kewaspada&m dmi
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kezja asmg dan S
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar- negara, . ‘dan fasilitasi’ SRR
kelembagaan b1da:ag kewaspadaan sesuai peraturan pemndang— R

undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31_ i o
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orarig TR
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan’ perbatasanj'_ff

antar negara, dan fasilitasi kelembagaan hidang kewaspadaan

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berken aan‘. S

dengan tugas dan fungsi di badang kewaspadaan dim, kerjasama::ii-'- s

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar -negara, -dan” fasﬂ]tasl.j e
kelembagaan bzdang kewaspadaan, serta forum kcordznasz pnnpmaﬁ '

daerah provinsi;

g pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap .
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasamaﬁ .
mtehjen pemantauan orang asing, tenaga I{erja asmg dan lembagai“” Sl
asing, kewaspadaan perbatasan antar “negara, . dan fasﬂﬂ:aSI

kelembagaan bidang kewaspadaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini dan 1<:ez }asama“ S

intelejen yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut o

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsmnal

Pasal 52

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan = di bawah dem__'. T
bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat. szpmem "I‘mgg1'.i
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki =~
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsmnal berdasarkan.'_”-_-_ﬁ

jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

(2) Kelompok Jabatan fungsional memiliki tugas membeukan peiayanaﬂ
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampﬁan sesual T

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional d1tetapkan sesua.t ketc‘n‘iuan’;‘_;;-_g_ﬁ:f i

peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut S
Pasal 53 |

{1} Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dan Pegawal'ﬂ-_'_ o
ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturaﬁf_ R

perundang-undangan.

{2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangka‘t dam Pegawa:&;'::'_"_'f.j":':" ;

ASN yang wmemenuhi persyaratan sesuai ketentuan peratur
perundang-undangan. - _
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(3) Pengangkatan dalam jabatan di Hngkungan Badan memperhaukan'.

syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan pe1undang~ T .

undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa Jabatan bagl' _ .
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketenman R

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan disusun sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yakm Pasal SSA o

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke ‘dalam

Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan sétéléh T |
mendapat penetapan atau persetujuan dari Kementerian terkaﬁ sesual S

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetalaan Jaba’can_'*:'s e
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maupun. penghapusan,l: T
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsmnal dengan-'_'_ o s
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peramran SRR .

perundang-undangan.

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelo},aan" S

kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Funﬂswn'ﬁ sebagazmmla-

dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala.f-_}_.f' .; - e

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang—undangaﬁ
9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 57

{1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lmgkungan Badam dltetapkan it

oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndang—nndaﬂgan

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab d1 b1dang-'_-_ o
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan-;:_

organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang—unéangan

(3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerga sama daiam'j
kegiatan pembinaan dan pengendalian orgamsam Badan sesuai el

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya, agar seluluh Pe;abat.“}: ::.._
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan’.ﬁ______ R

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 1l _
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal cizundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan:' o
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Provmsr_

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pentianak
pada tanggal &1 Jtin 2021 g b
ﬁ GUBERNUR I{ALIMANTAN BARAT & '

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal %! “hAYY 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR |
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